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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI,

-

bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di
daera}} yang sesuai dengan kepranataan usaha,
- pemerintah  daerah wajib . memberikan pelayanan dan
pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu
mendukung terwujudnya ketertiban dalam
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal;

bahwa Izin Usaha Jasa Konstruksi meliputi usaha jasa
perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan
pekerjaan konstruksi merupakan kewenangan kabupaten
yang mana pengaturannya dituangkan dalam bentuk
peraturan daerah kabupaten ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Banggai Tentang Izin Usaha Jasa

Konstruksi ;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah ng_kat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 54, Tan;bahan Lembaran Negara Republik
sia Nomor 3833);
E)rc‘i:l):r(:;zmdang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pcmcrinwh""n Daerah  (Lembaran Negara Republik
o csia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahaq Lembaran
Indo ~ Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
Negare ali diubah terakhir dengan Undang- Undang
bcbcxap¢12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Nomor Undang  Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Undang- Daerah (Lembaran  Negara» . Republik

pcmcri.n-t.?h?:hun 2008 Nomor 59, Tambahan ~Lembaran
}g‘dogf‘xsl;cpublik indonesia Nomor 4844);
cgare

33 2004 t
" ne  Nomor 33 Tahun entang
Un(}ﬂf;)gl :gr:::l f{’ctl““gnn Antara Pemerintah Pusat dan
Perimbé

Dipindai dengan CamScanner



-

W,

6.

7.

9.

10.

1.

12.Peraturan

-

13.

e

lc

Negara Re
JPeraturan

rJ

Pemeri
‘Merntahg
lahan
Indonesiy 7, (Lembaran  Negara Republik
+ Nomor 126, Tambahan Lembaran

lan
& Nomor 14 Tahun 2008 tentans
881 Publik (Lembaran Negara Republik
i 8 Nomor 61, Tambahan Lembaran
onesia Nomor 4846);
Publik (Lembarg, omor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Nomor 119, T:“NES‘““ Republik Indonesia Tahun 2009
ldld((i)ncsin Nomor 58’3:‘31)1-1‘111 Lembaran Negara Republik
ndang- b
Pcmbclt;tgl?;i:ng. Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Negara  Re )ubl-L _r‘“\"‘im Perundang-Undangan (Lembaran
publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Le
5234); mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

Negara Re i
A Republik 1,
Undzmg-Undung I‘:I(

Peraturan Pemers
Usaha dt:n IPL::-:;:":\/;MI Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Negara Republik lﬂblyamkjm Jasa Konstruksi (Lembaran
Tambahan l.embm-um g;tcsm 'I‘nhun‘ 2000 Nomor 63,
3955) SCb:\guimqmn ‘L'garu chubhk Indonesia Nomor
Pemerintah Nom(;r ; T‘t;.ldh qdnubuh dengan Peraturan
Peraturan Pemerintal a ':Illn 2010 tentang Perubahan Atas
Usaha Dan Peran Mﬂl; ?n}()r 28 'I‘:dhun 20_00 Tentang
Negara R(‘pubiik ]dbg dl'«.}l'\‘(ll Jasa Konstruksi (Lcmbarztn
Tambahan  Lembn n OI‘ILblil Tahun‘ 2010 Npmor 7,
5002); aran Negara Republik Indonesia Nomor
gi:']i;rl:ll:‘ﬁggal;ln‘ll:mi;qh N(}lmm: 29 Tahun 2000 tentang
Republik Inc;(;ncqi asa  Konstruksi (Lcm!mmn Negara
sia. Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lcmbufun Negara Bepublik Indonesia Nomor 3956)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
gomor' 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
emerintah Nomor 29  Tahun 2000 tentang
Penyclenggaraan  Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3957),
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 78,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor #4408);
Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang
pembagian Urusan Pcmgm}tnhun Antara  Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pcmcru}tuh Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2007 No'mot' 82, 'I‘u_r.nbuhun Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); f)
Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi perangkat Daerah (Ltfxﬂb:lf*dﬂ Negara Republik
[ndonesia Tahun 2007 'Nomur 89.H'lambnhan Lembaran
publik Indonesia Nomor 4741);
presiden Nomor 54 ‘Tuhun 2010 Jo. Peraturan
presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga
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an Prec
Pengadagq g S.9¢n N
o a omor s
15. Peratyrap, Barang /jaconer % Tahun 2010  Tentang

Me ¢ Sapemerintah;

é?C{PRT/M/2010 ntteel'l Pekerjagm Umum Nomor
N ang Pekefjaan Umang Standar Pelayanan Minimal
°8ara Repubik 1 UM dan Penataan Ruang (Berita
eraturan ndonesia Tahun 2010 Nomor 587);
O‘}/ PRT/M/2 lll:tcn Pekerjaan Umum  Nomor
Izin Usahgq Jasaent-ang Pedoman Persyaratan Pemberian
Republik Indonesy Onstruksi Nasional (Berita Negara

17.Peraturap Daeran capun 2011 Nomor 195);
tentang Ke\venar})\ ‘o Paten Banggai Nomor 9 Tahun 2008
Daerah  Kqyy, 8an Kabupaten Banggai (Lembaran
Le £g;n Banggai Tahun 2009 Nomor I,
an Daerah Kabupaten Banggai, Nomor

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
KONSTRUKSI. TENTANG IZIN USAHA JASA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

L.
2,

3.
4,

. Instansi Teknis ada

Daerah adalah Kabupaten Banggai.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Banggai. '

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan ) ) .
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur

ra pemerintahan daerah. N '
gzr:i);:enggglahp Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

iy lanjutnya disingkat BPPT. N
Eggﬁmégﬁf caiizflah )Kepsda Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

RAbIpRiSD lah Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten

Banggai. jasa konsultansi perencana

- oiruksi adalah layanan J : an
Jasa l\onstruti;zlksi 1(ayanfm jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi,
pekerjaan kon K onsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
dan layanan jﬂS:J < Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK
B(";da?] :Jsgh:: usa,;l;.l yang berbentuk bzlgzi_n hukum, vang kegiatan
ad: ada e s struksi.
l:sigl'mva bergerak di bidang jasa konstrd
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10.Badan usahg bary

adalah

11 %e;;rir;;ill)iu;g;;f Ngalaman, 2020 Usaha yang baru didiriken dan
. t )
usaha yang tetapeﬁai;pendman dan/atau kedudukan/alamat badan

12.1}’\ek<_3r_1aan Konstryks; a{gfmkan kegiatan usaha jasa konstruksi.
‘eglatan perencanagy- eseluruhan atau sebagian rangkaian
y ang.menc_akup Pek:r?a::ré atau Pelaksanaan bescrtga pengawasarn
mulai dari penyispan Jpg, o 2R konstruksi atau bentuk fisik lain

berfungsinya bangunap kons i

dari bangunan k
. Onstruksi A h .
bagian tertenty bangunan kziltlr?;bpaglan pekerjaan konstruksi darl
si;

13.1zin Usaha Jasa Kg A
: nt : ‘e .
yang dlperlukan baglmkesl Selan.]um.ya dlsmgkat [UJK adalah Izin
melaksanakan Kegiatan Pd?sahaaljl Jasa konstruksi untuk dapat
oleh Kepala Bada Ibidang jasa konstruksi yang diterbitkan
. N atas nama Bupati
14.Pembinaan  adalah kegiat o
pengawasan yang dil akuﬁanaglehpgngatl.}ran, pemberdayaan dan
jasa, pengguna jasa dan oy emerintah Daerah bagi penyedia
15.Klasifikasi adalah bag; o .
penggolongan usah aglan keg_xatan registrasi untuk menetapkan
: saha dibidang Jasa konstruksi menurut bidang dan
sub bidang usaha atay pen 1 i i
keahlian kerja oran penggolongan prpfcsn ketera.mgxlan dan
disiplin  keil g perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut
pin  kellmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau
kefupgmap dan/atau keahlian masing-masing.
16.Kualifikasi adalahbagiar} kegiatan registrasi untuk menetapkan
penggolongan usahad{bldang jasa konstruksi menurut tingkat /
kedalgman kompetenm dan kemampuan usaha, atau penggolongan
Profes1 keteramp.llan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang
jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan
kemampuan profesi dan keahlian.
17. Sertifikasi adalah:
a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap
klasifikasi dan kualifikasi ataskompetensi dan kemampuan usaha
di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usahaorang perseorangan
atau badan usaha; atau
b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan
kerja dan keahliankerja seseorang di bidang jasa konstruksi
menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan
atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.

18. Sertifikat adalah: . A .
a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas

kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik
yang berbentuk orang perseorangan atau padan usaha; atau
b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuﬁm_p.rofesi
keterampilan kerja dan keahl_xax_l kerja orang perseorangan dlbldgng
jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan
tertentu dan/atau kefungsian dan/atau kcahlxarrx tertentu.
19. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

n kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian,
n, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan
gan masyarakat, bangsa dan negara.

Pemberian [UJK berazaska
keseimbangan, kemandirid
keselamatan, demi kepentin
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i P
pemberian [UJK dimak asal 3

sudk
terhadap para pelaky l.lsaha;ijr'1 untuk memberikan perlindungan hukum
padan serta instans; teknj ibidang jasa konstruksi, menjadi dasar bagi
konstruksi dalam melaky 'S Yang berhubup an c’i an usaha jasa
kan pem inaan dan peigawazzrgmya

Pasa] ¢

pemberian IUJK bertujuan )
penyelenggaraan dan terg, ;l: tuk terciptanya tertib usaha, tertib

Mmanfaatan jasa konstruksi.

BAB III
LINGKUP UsAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Jenis Usaha, Bentuk Usaha dan Bidang Usaha

Pasal 5
Usaha Jasa Konstruksi mencakup :
a. jenis usaha ;
b. bentuk usaha ; dan
c. bidang usaha jasa konstruks;.

Paragraf 1
Jenis Usaha
Pasal 6

(1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa
pengawasan konstruksi.

(2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan
jasa konsultansi perencanaan yang meliputi bidang usaha yang
bersifat umum dan spesialis, berupa pekerjaan bangunan konstruksi
atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sam.paj dengan
penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan koptruksx, termasqk
pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik

(3) ll’j‘is‘;.ha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan
jasa pejlaksanaan yang meliputi bidang usaha yang persifat umum,
spesialis dan keterampilan tgrtentu. ‘berl{pa pc?kerjaan banguna.r%
konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dgn penyiapan Iahin samlfap
dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan ol?t'm si,
termasuk pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau
bentuk fisik lain, serta mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi
dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan

teknologi sederhana.
(4) Usaha jasa pengawas
jasa konsultasi
pengawasan yang :
spesialis, berupa pekerjaan ban e
. ’l . dari penyiapan lahan samp : .
lain, mulai da pangunan kontruksi, termasuk pekerjaan bagian
?t?tu l:ercflzt;igls):ggunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
ertentu

an pekerjaan konstruksi memberikan layanan

ng usaha yang bersifat umum dan

iputi bida
meliput S ngunan konstruksi atau bentuk fisik

v " o ' B Aiaatnda % LYY A P S
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(1) Lingkup layanan jasy pey, Pasal7
dlmaksgd dalam Pasal 6a Canaan p?kerjaan konstruksi sebagajmana
a. survei; yat (2) terdiri dari:

ro, dan studi mikro;

d. perencanaan tekniiyik' md’r‘Sm dan produksi;
e. penelitian, » PPerasi, dan pemeliharaan;
(2) Lingkup jasa pen

layanan
dimaksud dalam Pasal ¢

(3) Layanan jasa perencanag .
dapat dilakukan secara te?i,nrt):lg?;:?naan' dan pengawasan konstruksi

4) Kegiatan yang da : )
( dimaksud cgi pat dllakUk_a_n secara terintegrasi sebagaimana
pada ayat (3) terdiri atas:
z' ;aénging bangun (design and build);
- Perencanaan, pengadaan, dan pela ima jadi ineert
procurement, and construction?; B e tenma gl (engnez o
3- Pzgyiienggaraan pekelj:aan terima jadi (turn-key project); dan/atau
o P peny benggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based).
(5) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan
lainnya dapat mencakup antara lain jasa:
a. manajemen proyek;
b. manajemen konstruksi;
+ pemlalar_l kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
(6) Layana_n jasa .konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh
badan usaha yang berbadan hukum.

Paragraf 2
Bentuk Usaha
Pasal 8

(1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud
Pasal 5 huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha

baik nasional maupun asing.
(2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan

badan hukum.

Paragraf 3
Bidang Usaha
Pasal 9

mana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

. a.l .
Bidang usaha sebag perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri

a. bidang usaha jasa
atas bidang usaha
yang bersifat umum

b. bidang usaha jasa P
yang bersifat umum, - ——

_ spcsili, dan eeterampld CEH g pessifat umum scbagaimana
dimalgsud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi kriteria mampu

dan s esialis; . . .
e]akiana konstruksi, terdiri atas bidang usaha

Dipindai dengan CamScanner
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7
mengerjakan bangunan 1.
penyiapan lahan Samp;li éOnstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari
bangunan konstrykg;. €Ngan penyerahan akhir atau berfungsinya
d. bidang usaha jasa ) _
dimaksud pada ayat (l?r:is ksi yang bersifat spesialis sebagaimana
mengerjakan bagian tertealn avat .(2) harus memenuhi kriteria mampu
fisik lain; Mt dari bangunan konstruksi atau bentuk
e. bidang usaha jasa .
sebagaimana d'lma.ksuc? Astruksi yang bersifat keterampilan tertentu

ada ayat (2 :
p yat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian

pekerjaan  konstruks;j dari bagi :
aglan tert truksi
dengan menggunakan teknologi Sgederhaixaemu tenguman Jeons

Bagian Kedua
Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha
Pasal 10

(1) Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa

ﬁzz}sl;mkSi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi

(2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :

a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha
yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih
bidang pekerjaan;

b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha
orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai
kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu
bagian sub bidang;

c. klasifikasi usaha orang perorangan yang berketerampilan kerja
tertentu diberlakukan
kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan
hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

Pasal 11

(1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk bidang
usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi:

a. arsitektur;

b. rekayasa (engineering);

c. penataan ruang; dan

d. jasa konsultansi lainnya.
(2) Klasifikasi sebagaimana dim

usaha jasa pelaksanaan

konstruksi meliputi:

a. bangunan ged:mg;

b. inan sipil; ‘

c. i?lasrtliisi mekpanikal dan elektrikal; dan

d. jasa pelaksanaan lainnya.
(3) Setiap klasifikasi bidang usa

gf'ibn ayat (ZJa%?%aclf)efapn subklasifikasi pidang usaha ja.sa konstruksi.
) Sl tfvlgl mﬂgk]qsiﬁk“i bidang usaha. jasa konstruksi sebagaimana
dic rriZﬁsjd pa‘da ayat (3), dapat meliputi satu atau gabungan dari

' i nstrukst. _ -
5 Eett)erilpa Ftl:;csgﬂil;‘n}‘& mengenai klasifikasi jasa usaha sebagaimana
etentuar

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

aksud dalam Pasal 10 untuk bidang

ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dipindai dengan CamScanner



_ ) Pagal 12
(1) Kualifikasi sebagaim

a. kualifikasi usahg

b. kualifikasi usgh .

c. kualifikasi usah: }T{f‘l;?lcngah;
(2) Setiap kualifikasi usaha.se

dibagi menjadi beberapa gy
(3) Ketentuan lebih lanjut me

dimaksud pada ayat (1) di

ana dim

aksud da , Tiouti:
besar; lam Pasal 10 meliputi

bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bkualifikasi usaha jasa konstruksi.

ngenai kualifikasi jasa usaha sebagaimana
atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau
orang Pperseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang

mcn?benk.an layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai
klasifikasi dan kualifikas;,

(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud
. arsitektur;
. sipil;
. mekanikal,
. elektrikal;
€. tata lingkungan; dan
f. manajemen pelaksanaan.
(3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tenaga ahli; dan
b. tenaga terampil.
(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas
subkualifikasi:
a. muda;
b. madya; dan
c. utama.
(5) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri
atas subkualifikasi:
a. kelas tiga;
b. kelas dua; dan
c. kelas satu.

pada ayat (1) meliputi:

oo o®

Pasal 14

Dalam hal sertifikasi untuk bidang wusaha instalasi mekanikal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf ¢ dan orang
perseorangan untuk klasifikasi elektrikal set?aga%mana dlmaksud .dalam
Pasal 13 ayat (2) huruf d, hargs berk qud}nam dengan instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 15

erseorangan dan/atau badan usaha jasa konsultansi

(1) U:;l::: ac:]r::r% pdan Jatau jasa konsultansi pengawasan konstruksi
ﬁan a dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa
pengawasle)m pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang

) dimiliki. erseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat
(2) gza]‘:]?sgzlirll‘%‘f pckeraan konstrl{ksi yang beresiko kecil, berteknolo gi

. dengan biaya kecil. '

@ ;echerhar;?hiajgsa pilaksana kon§tmksx yang bulfan berbadan hukum
ha ang at _mengerjakan pekerjaan konstruk.sl yang beresiko kecil
SZQI};; :e%ang berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya

kecil sampai sedang.
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(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

9

Untuk pekerjaan .
berteknologi Jtin ikonStmkSI yang beresiko tinggi dan atau yang

dan atau yang berbiaya besar hanya dapat

dan usaha
: ang b terbatas atau
badan usaha asing yang diperi ga e;l?entuk perseroan

Pasal 16

Kriteria resiko pada ¢ . . .

dalam Pasal 15pterdi1;iekcrjaan konstruksi sebagaimana dimaksud

dari:

. kriteri i : .

" plaksanssm 4ol mencakup pekeraan konsiriksi yeng

ida an
harta benda ; membahayakan keselamatan umum

a kr;;na resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang
pelaksanaannya dapat beresiko membahayakan keselamatan
umum, harta} benda, dan jiwa manusia ;

c. kriteria resiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang
pelaksanaannya beresiko
sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa
_manusia, dan lingkungan.

Krltena} penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi

sebagmrpana dimaksud dalam pasal 15 terdiri dari :

a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang
menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga
ahli ;

b.kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang
menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit
tenaga ahli ;

c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang
menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan
tenaga ahli dan tenaga terampil.

Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau

biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan

besaran biaya dan volume pekerjaan.

Pasal 17

Penanggung jawab teknik yang merupakan tenaga tetap badan usaha
jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan harus
memiliki sertifikat keterampilan da:n/ atau keahlian sesuai dengan
Klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi oleh lembaga.

Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatu_s tenaga tetap pada
suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada
usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa

konstruksi yang sama.

BAB III
SERTIFIKAT IUJK NASIONAL
Pasal 18

. ‘beri dalam bentuk sertifikat.
iﬁj‘é Nas,!obﬂxarie‘r‘::ﬁlﬁtnnkan Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha
wajl

: : ai Surat Badan Usaha (SBU). N
Jasa KonstruksalnSchc;berikan menggunakan kode izin sesuai format
Setlapd_ItUéf;kﬁn oleh Menteri Pekerjaan Umum, sesuai Lampiran 1,
yang dite

(dilampirkan).
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BAB IV
PERIZ INAN
Bagian Kesatu
Prinsip Pelaksanaan Pemberian IUJK

Pasal 19
Pelaksanaan pember;

berikut : an IUJK Mmenerapkan prinsip - prinsip sebagai
a. Bukan merupakan
b. Profesionalisme Ba
c. Menjadi salah saty

simpul birokras; ;
dan Usahg ;

Sarana Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua
Wewenang Pemberian IUJK
Pasal 20
(1) Bupati berwenang memberikan IUJK terhadap BUJK yang berdomisili
di daerah.

(2) Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Kt':pala Badan atas nama bupati atas dasar pelimpahan mandat
yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian TUJK
Pasal 21

(1) Setiap BUJK wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi yang
dikeluarkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati sesuai dengan
domisili Badan Usaha.

(2) BUJK yang ingin memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1)
harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. permohonan izin baru;

b. perpanjangan izin;

c. perubahan data; dan/atau
d. penutupan izin.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
Persyaratan Umum dan
Persyaratan Khusus. _

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian
IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 22

(1) Kepala badan dalam menerbitkan [UJK harus terlebih dahuly
memperhatikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

(2) Rekomendasi instansi teknis adalah memuat dasar-dasar
pertimbangan setelah dilakukannya 'pemeriksaan/verifikasi syarat
teknis yang diajukan oleh BUJK. _

(3) Syarat teknis yang dimaksudkan dalam ketentuan ayat (2) pasal ini,
e lah diregistrasi oleh lemb

.rtifikat badan usaha yang tel gIs embaga ;
2‘ g;lr:t;lrlrlx{:n Sertifikat ~ Keahlian  (SKA) dan/‘atau Sertifikat
'K terampilan (SKT) dari Penanggung]a\yab"l‘ekn.lk Badan Usahga
(pS;fBU)p yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh lembaga :
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B \rfi(:—::lz‘illr:ntilfr::{ S"“"Enrlmgungiawub Teknik Badan Usaha !pJ.T—BU)
Ahli/ Terampil 'dl °NgAN surat pernyataan pengikatan diri Tenaga
BU) ; p engan penanggungiawﬂb Utama Badan Usaha (PJT_

d. BUJK tidak seda

. ) ng terkena sanksi c ; lam daftar
hitam baik dala; sanksi, dan atau masuk da

n lingkup dacrah maupun lingkup daerah lainnya.

Pasal 23

- = N tanpa didasari oleh rekomendasi dari instansi
teknis sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 peraturan daerah ini,
adalah batal dan dicabut oleh bupati atau kepala badan atas nama
pupau,. bcrd_asarkan usul pencabutan IUJK yang disampaikan oleh
instansi teknis kepada bupati melalui kepala badan.

IUJK yang diterbitkan t;

Bagian Keempat
Jangka Waktu dan Wilayah Operasi IUJK
Pasal 24

(1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) IUJK  berlaku selama perusahaan yang besangkutan masih
melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan daftar ulang
(herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali.

(3) TUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kelima
Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP)
Pasal 25

(I) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar
pada unit kerja pemberi IUJK.

(2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan
Kartu Tanda Daftar yang mencantumkan :
a. Nama dan data pribadi yang bersangkutan ;
b. Jenis usaha yang dilakukan ;
c. Menggunakan nomor kode.

(3) Kartu tanda daftar usaha orang perseorangan diterbitkan oleh badan.

BABV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 26
(1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses

pengadaan jasa
Konstruksi dan
(2) BUJK sebagaiman

tuan tentang: i
:ei:;eknikan meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi
. ’

bangunan, muty hasil pckerjaan, mutu bahan dan/atau komponen
bangnan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma

" {cang bz’:z};u l;ceselamman. dan kesehatan tempat kerja konstruksi
i S:;?lé;fll deng;m peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

i j laksanaan pekerj
i sosial tenaga kerja dalam pe pekerjaan
c. ﬁgg;?ff;ggiar;esuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku ;

berhak mendapatkan pembinaan dari pemerintah.
a dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memenuhi
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d. pelaksanag
< an ek . ) )
waktu ; Pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan

Pemegang IUJK i
menghasilkan pr(;tzlngan oo
dalam kontrak sert
Pemegang IUJK de
disain produk ko
ketentuan.

g usaha pelaksana dan pengawas wajib
uk konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan disain
a mengacu pada ketentuan keteknikan.

ngan bidang usaha perencana, wajib menghasilkan
nstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada

Eﬁﬁﬁ?ng IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi, sebagai

a, (r:’;lggtorbi?n P}fl‘u_bah&}n data BUJK dalam waktu paling lama 14

i asz{ ari kerja setelah terjadinya perubahan data BUJK;
e yampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada

adan paling lambat bulan Desember tahun berjalan ;

€. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor
IUJK di Kantqr tempat BUJK berdomisili.

Laporan scbag:mmana dimaksud pada ayat (S) huruf b meliputi:

a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;

b. mstxtgsi/ lembaga pengguna jasa; dan

c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (6),

rr'lenggunakan format yang tercantum dalam Lampiran 4.

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan akhir tahun sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
STANDAR PELAYANAN MINIMUM DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Standar Pelayanan Minimum
Pasal 27

Standar pelayanan minimum pemberian IUJK, meliputi :
a. JUJK diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas

dokumen persyaratan diterima lengkap ;
b. Daftar IUJK dan TDP yang sudah diberikan ditayangkan melalui

media internet ; . X .
Instansi Teknis yang membidangi jasa konstruksi wajib

menyediakan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi

(SIPJAK]I) ;
Optimalisasi .
pembiayaan operasional pene

standar pelayanan minimum didukung dengan
rbitan IUJK melalui badan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 28

ji i tanggungjawaban secara

ajib menyampalkan laporan per .

5:i§a‘zgtiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

berjenjang, Bupati menyampaikan laporan

Sc:ta;?ggungjawaban pCmbcrian IUJK kepada Gubernur secara
erte .

gcrkala setiap 4 (cmpat) bulan sckah.‘ _ |

Laporan pcrtanggungjﬂwﬁbi}n pemberikan IUJK sebagaimana

dirlrjxaksud pada ayat (1) mchpu.n.

a. daftar pembcrian JUJK baru;

b. daftar perpanjangan IUJK;
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c. daftar perubahan d
at .
d. daftar penutupan o

I i
e. daftar usaha oran UJK;

g Perseor, .
f. daftar B angan;
g. kegiax;anU;;g:gg terkena sanksi administratif; dan
asan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK

(4) Ketentuan lebih lanjy . )
sebagaimana dimalgsédmengena’ laporan pertanggungjawaban

pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 29

(1) Bupati melakukan penga )
IUJK oleh Badan, pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian

(2) Bupati melakukan pemberdayaan BUJK yang telah memiliki IUJK

d1dae§'a}_mya untuk peningkatan kemampuan teknis, kompetensi dan
manejerial perusahaan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30

(1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis; atau

b. pembekuan izin usaha; atau

c. pencabutan izin usaha.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas
pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2);

b. pzmb(el)man izin usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat
peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak
memenuhi kewajibannya dalam jangka waltu 30 (tiga puluh) hari.

(4) TUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila

BUJK telah memenuhi
kewajibannya.
(5) Bagi BUJK yang
(2) huruf ¢ dapat mem
(6) Ketentuan lebih lanjut
dimaksud pada ayat (1)

diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
peroleh IJUK setelah memenuhi kewajibannya.
mengenai sanksi administratif sebagaimana
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

mperoleh TUJK tanpa didasari reko'mendasi yang

(1) glliiﬁal}.';:g ;rll:h pinstanSi teknis, dikenakan sanksi administratif
IUJK.

berupa pencziblltaf:bitan JUJK dapat diajukan oleh BUJK kepada

(] . .
(2) g:lr('ir:ghosr:ttgageg (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan

IUJK.
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BAB Ix
PENYID!K.A.N
Pasal 32

Pejabat Pegawai Negeri i
diberi  wewenang gin :S‘pll tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah

stitriel; ; ! us  sebagai Penvidik k melakukan
penyidikan tindak Pidana dibj B ot i o
a dlbld . . . . .
dalarp _Undang'Undang Hul aJAclg iepﬂldlbuil, sebagaimana dimaksud

Penyidik sebaoai .
ncgfm. sipi? tigtaérf:ltina'dx_maksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
oleh pejabat yang l()i; h,n gkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
Pemndangundangan. Twenang sesuai dengan ketentuan peraturan

Wewenang Penyidik seba
a. menerima,
laporan be
keteranga

Dagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

rkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar
enielit n atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

4, ‘mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dllakgkan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

€. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan ‘sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penvidikan tindak pidana di bidang Retribusi,

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi; o

i, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau o

k. melakukan tindakan lain yang pc;rlu pntuk kf:lancaran penyidikan
tindak pidana di bida:cllg Retribusi sesuai dengan ketentuan

-undangan.
p;é-?}:urag; Z?;;:;: gdimaksid pada ayat (1) memberitahukan
g‘?nyll l.n ,:e egnyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kg;:dz: %cmi)ntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

i < Pasal 21 ayat (1) dan
) yang melanggar ketentuan !

Setiap oran'ga/tb?%a‘é{pidana dengan pidana kurungan pahr}g lama 3
Pasa)lb2it1 ay atal; c'jenda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh
(tiga) bulan

jutz:iarl‘ipli?clllla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Tin
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BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34
(1) tsiatzlx;pbwgh Yang telah diberikan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang
erientangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2 ﬁpabllad.a‘ da II.JJK Yang_ bcrtentangan dengan Peraturan Daerah ini,
arus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan

Daerah ini efektif berlaku.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Daerah

) ini disebut Peraturan Daerah Izin Usaha Jasa
Konstruksi

Pasal 36
Hal-hal. yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur
kemudian oleh Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

Diundangkan di Luwuk
- padatanggal {| Desember 2012
" _SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

-

g . ”»
)

MUSIR A. MADJA,SH,.MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19530101 198203 1 001

LEMBARAN DAERAH f{ABUPATEN BANGGAI TAHUN 2012 NOMOR g

ses
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